SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015
TENGANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

a. bahwa untuk memenuhi prinsip berkeadilan,

1.

pemerataan dan proporsional perhitungan dan
pembagian Alokasi Dana Desa, maka Peraturan
Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu
disesuaikan kembali;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2105 tentang

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 47
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 49), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perhitungan ADD ditetapkan:

a. paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk ADDM; dan

b. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk ADDP.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Penghitungan ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a dibagi secara merata untuk setiap Desa.

Sisa pagu anggaran ADD setelah dikurangi ADDM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional untuk setiap
Desa sebagai ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b.

Pembagian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berdasarkan pengalian antara jumlah ADDP dengan angka
kemiskinan, jumlah penduduk dan luas wilayah Desa, dengan
memperhitungkan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.



(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan
tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik.

(5) Pembagian ADDP bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dihitung dengan bobot:

a. 25% (dua puluh lima per saratus) untuk rasio jumlah
penduduk miskin Desa terhadap jumlah penduduk miskin
Daerah;

b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk rasio angka
kemiskinan penduduk Desa terhadap angka kemiskinan
penduduk Daerah;

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk rasio luas wilayah Desa
terhadap luas wilayah Daerah; dan

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indek kesulitan georafis
Desa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019




